BUPATI MALAKA ‘
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA ;
NOMOR 34 TAHUN 2014 ’

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, DAN BANTUAN SOSIAL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALAKA,

Menimbang : a., bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42

' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tefitatig Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial,
vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan |
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial, yang bersumber dar1 Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur tata cara
penganggaran, pembérian dan pertanggungawaban
hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairmnana dirmaksuc!
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Penganggaran, Pemberian dan
Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentans
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi;c
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3., Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentanc
Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor §396);

4, U.ndanlg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \
‘Pcmcrm‘tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran |




= -
"""""

:’,Ncgara chubhk Indoniesia Nomor 5587) sebagairnana

telah dlubah dengan Peraturan. Pemetrintah Pengganti

.~ “Undang Undang Nomor 2  Tahun 2014 tentang

| --:.-L?-.'*Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 201 4

| ::‘ii'?-‘-gtentang “Petrierintahan. Daerah (Lembaran Negara

-'*,':':f;}iER¢pub111-c Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk ]ndonesm Nomor 5589);

6

7

9

| “.L.;""‘E'Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

* . Pengelolaan Keuangan- Daerah, (Lembaran DNegara

. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarabahan
© iLembaran Negara: Republik. Indoneésia Nomor 4578);

-

Peratur'm Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun 20006

stentang:- “Pedoman Penpclolaan  Kevangan  Daerah
sabaga1n1a11a telah diubah ‘heber apa kali terakhir dengan

" Peraturari. Menteri Dalam Negﬁ'n Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter: Dalarm
~Negeri ‘Normor 138 Tahun 2000 tentang Pendoman

Pengelolaan I\euan{.,an Daerah;

sPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tenta,ng Pedoman: Pemberian: Hibah dan Bantuan Sosial,

3 yang bersumber dan Anggaran Pcndapatan dan. L"elanﬂ

rﬂli

Mep ter: Daldm Ncgen Nomor 39 Tahun 201‘2 tcntano
'_-iPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman: Pemberian Hibah dan
5_';:1‘?'-B'=mt.u<.~n _ uosxal cyangt . bersumber dari  Anggaran
- :Pendapatan dan. Belan_]a Dam:ah

LAl 5’3-}];{.5.Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tewtfmp

' 63 fé;’{:-Pembentukan Orgamba,su dan Tdta .Kerja Dinas-Dine

“Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabu ;.,m_e:n

~‘Malaka Tahun2013 Nomor 03);
Peraturan Bupatl Malaka Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Anggaran Penddpatan dan ‘Belanja Daerah T\abupaten

Malaka Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Malaka Tahun. 2014 Nomor: 02);

10 Peraturan Bupati Malaka Nomor 31 Tahurf 2014 Tentang

Perubahan Ang,gclra 1 Pcnclapd,tan dan Felanja Dacrah
Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2014, 5)




- MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGARAN,
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAM DAN
BAN’PUAN SOSIAL:

Miclneta’pk'an - 3

B"AB--.I | _
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Perathuta.n :lnl,, yang dnnaksud dcngan
' Daerah adalah: Kabupaten Malaka PR e
2 Pemermtah Daerah adalah Pcmermtah Kabupaten Malalca

34 Bupan adalah Bupatl Malaka |
4. Sekretaris-Da erah adafall Sckretaris. Dac,rah Kabupaten Malaka;
Dinas. Pe ndaqaatan Denﬂe lolan. Keuangdn da.n Asét Daerah yang

séld_mumya dlsmgkat Dinas PPKAD adalah Perarigkat Daerah pada
Pemerintah Daerah - Kabupaten ' Malaka yang melaksanakan
pcngclolaan APBD‘“sckahgus sebagal pengguna anggaran / pengguna
~barang;. , A g
6. Kepala. Bagran Sosml ada’lah Kepala Baglan Kesehatcra'm Rakyat
- pada. Sekrctarlat Daerah Kabupaten Malaka
7. Dinas. Somal Tenasra Ker_]a dan Tmnqmlgram dalah Perangkat

11111

Daerah selaku pengguna anggarzm i pengguna barang;
i Bela_nja. Hlbah‘. dan Bantuan ‘Sosial . adulah Belan_]a Hibah, dan
Bantuq,n Sosua.l se‘bagagmana dlmalrsud da.lqm Pera_um an Menteri

Dalam Negerl rNomor 13 ‘Tahun 2006 tentang' Pedoman Pengelolaan

;l i

Kcuangan ‘Daer_}j’_;_.'j scbagalmana telah dlUbah beberapa kali terakhir
dengan Penatura,n Mcntcr;,DaJam Negen Nomor 21 Tahun 2011, serta
Peraturan Mcn‘tcn Dalam Ncg,erx Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun .2-0.12,

g, Pemerintdh- - ‘Daérdh = Lainnya adalah  Pemerintah  Provinsi/
Kabupaten /Kota selain Pemerintah Kabupaten Malaka;.

10. ‘Satuan Kerja. Perangkat Daerah, -selanjutnya-disingkat SKPD adalal

pcrangkap dag,rah padaﬁ]mgkup Pcmertnmh Kabupatcn Malaka .-.elaku
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang; ,
. Organisasi- Kcmasya.rakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyara.kat warga negara Republik - Indomnesia secara
stikarela atas dasz‘u: kcsamaan ke,g,mtan profesi, fUngsx agama, dan
kepercayaan. tcrhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta
~dalam Pembangunan dalam ‘rangka mencapal tujuan nasional dalam
wadah - Negara Kesatlian Republik Indorjesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;3




12 Kelompok Masyara.kat adalah sckelompok anggota masyarakat yang

deng&n ‘kesadaran sendxn ‘bergaburng untuk menjalankan sebuah

ke gntan bersama;

13 Ang ot,a Mauyarakat adalah Warva Ncgar 2% Indoncqm

15

'17

wﬂayah K'abupaien Malaka ,
Anggaran Rendapatan dan Belan_;a Daerah yang ,elmjxlfxly a disingkat

I'-'.
L

Malaka,.

‘ 16.3 _.PCJa,bat Pcngclola Kcuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD adalah Kepala Satuan KerJa Pen gelola Keuangan Daerah;
“Tim. Ancrgwaran Pemcx mtah Daerah yang sehmutnva disingkat TAP

-]'=adalah llm yang dlbcntul\ dc,ngan I<' eputu an K(,p’lla Daerah dan

-----

"_‘_'éserta melaksanakan ]r{e:b1 Jahan Kepah Dacrah dalfim ranf"b

18.

+ 3 ;’ipemsahaa.n da.cr l
A sp esﬂlk telah dltetapkall peruntukkannya ‘Bersifat tidak wajib

_,;.l_penyusunan APB) yang anggotanya terdiri dari PeJ bat Perencana

'Daerah PPKD dan pe_] aba,t 1a1nnya sesual kebutuhan,
'---I-Ilbah adalah pembenan uang/ barang atau Jasa darl pemerintah

L " ‘ l

_:1daerah ke:pa.da, pemermtah atan pcmer,mtah 'dasrah lainnya,

masyarak'it dan orgamsam kema yarakatzm yang

| '.,-dan tldak mqu,lkat serta tidalk:secara'terus:mienerus yang bertujuan

19

20,

untuk menunjang penyelen ygaraarn urusan. pcmenntah dacrah;

Ba.ntuan 8031al adalah ‘pemberian bantuan-berupa uang /barang
“dari pemermtah daer;";;f{‘ kepada individu, keluarga, kelompok dan /
a.tau masya:ra.kat yang mfatnya t1dak secara ferus menerus dan
selcktlf yang bermjuan untuk rnehndungl :dari kemungkinan

terJ admya resﬂco sosml _

Resiko _ sosial adalah. kejadian  atay peristiwa yang dapat
mcmmbulkan potensi tcr_]admya kerentanan sosial yang ditanggung
oleh individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat sebagal

dampak lcnsm sos1al, krisis elconorm, ané pOlltlk fenomena alam

da.n bencana, alam yang jika tidak dlbﬁm,kan balanja. bantuan sesial

a’kan scf[, akin: 'terﬂ;“mruk dan tidak dqpat h1d1.‘1p dalarn kondisi wajar;

21. ‘Naskah Pcr_)anjian Hlbah Daerah  selanjutnya disingkat NPHD,

ﬁdﬂlﬂh nﬂSkah . ;_er')sm.;lan ‘hibah yang bersumber dari anggaran
pcndapata.n d‘J_ belanja. dacrah antara pemcnntah daerah dan

penenm& h;bah, VRS

l



Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang: ngkup Peraturan Bupati ini mencakup, tata cara penganggaran,

tata cara. pcmber:lan, tata cara pcrtanguﬁggawabm, serta monitoring
dan evaluasi pembérian hibah dan bantuan sosial yang berasal darn

APBD Kabupaten Malaka..

Pasal 3
(1) Hibah- sebagaimana. dimaksud-dalam pasal 2 dapat berupa

“bar a:ng dan jasa: :
| ‘(21 Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat ber

auang a.tml ba:c’ang

“I-‘L-L

BAB 11
~HIBAH

B agl a,_n Fesatu
Umum

-

(1) Pemcnntah Dae.;'ah dapat membenkm hibah sesuax Kemampuan

 keuangan. dae___j};"_'__l .
(2) Pcmbenan h1hah sebagalmana dxma;csud pada, ayat (1) dila
sctclah mc'npnanta skan. pemcnuhan belanja;urusan wanb.
(3) P,..mberlan hlBah scbaga.mu"xa dimaksud pada ayat {1) ditgjukan
. -utmik mcnurl_]afl'T pencapaian sasaran program, dan kegiatan
pcmcnnia'h dacrah ~ dengan memperhatikan asas keadilan,
‘kepatutan, rasionalitas, dan manfaat masyarakat.
(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenu'
kriteria paling se dikit
a. perwm.lkannya. secara spesifik telah ditetapkan.
b. tidalk. wajib, tidak mengikat dan tidak terus mensrus selap

tahun anggaran, kecuall ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan.
c. memenuhi peryaratan penerima hibah,

lakukan

" ’ ¢

. “id ' - PasalSs
(1). Hibah di berikan kepada:
a, pemerintah;
b, pemerintah daerah lainnya;

T c. pamdhun da,enh
dﬂ mMasyare
€. OPMawmsﬁmkamn




_ (2) Bela’nja h:,ba.h seba.ga,lamana dimaksud pada aya,t (1) diberikan secara
-selektif'dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal S ayat (1)
huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementenan/lembaga

pemeérintah non kementr lan yang wilayah kerjanya berada dan atau

mehputl daerah yang bersangkutan.
s T 1bah, kepada: Pcmcnntah Daerah lainnya. ‘sebagaimana dimaksud

_pasal & ayat (1 ) huruf b diberikan kepada -daerah otonom baru
“hasil: pemekaran daerah sebapaimana diamanatikan peraturan

= perundang-u ndangm
(3) Hi bah lfcpada ’Pcrusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal

~ayat (l) huruf ¢ diberikan kcpada BUMD dalam rangka penerusan
pcmbcrlan hibah yang diterima: Pemerintah Daerah dari Pemerintah
 Pusat sesuai dengan ketentuan peraturen perundang-undangan.
(4) - Hibah kepada masyakarat sebagaimana dimaksud pasal O ayat (1)
"'huruf d d1ber1kan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan
ter.ten.tt} dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan,
keaganiéan kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non
profc,smnal
(S) Hlbah kepada orgdmsa..,l kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pasal 5 ayat (l)hurul e, diberikan kepada organisasi

kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan per'ttur'\n perundang-
undang;__'fﬂ.;;,;j &

Pasalr s

(1 ) H1b'1h kepada masyara,kqt sebagalmanq d1maksud pac‘al 6 ayat (4)

dlba,r,xk.‘arn dcngan, pcrsyar,a,tan paling sedikit:
. mermhkl kcpgmgurusan yang Jelas =
A ’b,h crkcdud.f dalam wﬂayah admlnlstra51 daerah yang

& bg;sa.ngkutan _
(2 ) Hlbah k¢p&da uorgamsam kemasyarakatan sebagaimana dimaksuc

pasal 6 a.yat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit ;
a, telah tcrdfi;i_'.tar pada pemerintah daerah setempat sekurang-
kurangnya 3 (tng) tahun kec*uah decntukan lain. olely peraturan

h bcrkadudukan da.la.m wila ah adm1n1stras1 permerintah daerah

Kabupatcn Malaka |
mc:mhki 5¢krctana1: tetaprf

. _i




Sacian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan
atau menyampaikan usulan tertulis kepada kepala Daerah.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bupdti dan/atau Wakil Bupall atau Sekretaris Daerah mendisposist
kepada SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan yanyg

digjukan.

(3) Kepala- SKPD menyampaixan pertimbangan &atau rekomenadasi
kepada Kepala Daérah melalui TAPD, dan selanjutnya TAFD
memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut dengan
memperhatikan prioritas pemerintah daerah dan kemampuan
Keuangan caeral,;

(4) Disposisi Bupatd menjadi <asar bagi TAPD untuk menganggarkan
besarnya hibah untuk dicantumkan pada KUA dan PPAS
perubahan anggaran atau KUA PPAS tahun anggaran berikutnya

Pasal 9

(1) Hibah berupa uang dicantumkan calem RKA - PPRD.

(2] Hibah berupa barang dan jasa dianggarkan dalam RKA- SKPD.

(3] RKA-PPKD dan RKA -SKI'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan Ayat {(2) menjadi dasar panganggaran hibah dalam APBD sesua

peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Hibah berupa uang dianggarkan deolam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek berkenann
pada PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelempok
belanja langsung yang di formulasikan ke dalam pregram dan
kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jneq,
obyeck belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihnlc
ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau
Jasa kepada pihak ketiga / masyarakat berkenaan pada SKPD.

(3] Rincian obyek helanja sebagaiimana dimaks:% pada ayat (1)
dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.



Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA -
PPKD dan atau DPPA - PPKD

(2) Pelaksanzan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan
dtas DPA — SKPD dan atau DPPA - SKPD

Pasal 12
(1) Setiap pemberian hibah di tuangkan dalam NPHD vyang
ditandantangani bersama oleh Kepala Daerah dan peneriman

hibah. .
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai :
a. pemberi dan penerima hibah.
b. tujuan pemberian hibah.
¢. besaran / rincian penggunaan hibah yang akan diterima.
d. hak dan kewajiban.
e. tata cara penyaluran /penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.
(3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diber1 wewenang

(1) Kepala Daerzh menctapkan daftar penerima hibah beserta besaran
- uang 'yang akan dihibahkan dengan keputusan Kepala Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APOD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan / atau Peraturan
Daerah tentang Peruibahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah

pada ayat (1)

(3) Pcnyaluraran ] penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada
penerima hibah dilakukan bersamaan atau setelah
penandatanganan hibah.

(4) Pcncalm hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan meckanisme




PP'asal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunasar
hibah kepada kepala daerah melalui dinas PPKAD dengan tembusan

kepada SKPD terkait.
(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan

penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD

ter:kait'.

Pasal 16

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagal realisasi obyek
belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program
dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 17

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah mehputi
a. usulan daricalon penerima hibah kepada kepala daerah
b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah.
c. NPHD
d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah
yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bult
serah terimy barang / jasa atas pemberian hibah b“mp’l

barang/ jasa. .




Pasal 18

(1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan matenel atas

penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD can

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesual peraturan
perundang-undangan bagi pencrima hibah berupa uang, atau
salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah
berupa barang / jasa.

(3) Pertanggung)awaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a

dan huruf b disampaikan kepada kepala dacrah paling lambal

tanggal 10 bulan Januar tahun anggaran berikutnya.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul ¢

disimpan dan dipergunakan oleh penenima hibah sclaku obyck

pemeriksaan.

Pasal 19

(1) Realisasi hibah dicantumlkan pada laporan kewangan pemerintah
daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penenma
hibah sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan scbagal
persediaan barang dalam neraca.

Pasal 20

Realisasi hibah berupa barang dan atau jasa dikonversikan sesuai
stanidar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diung;- 'pln.n pada. eahtan atas l.apo n keuangan dalam penyusunan




BAB III.
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umumnm.
Pasal 21

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota / kelompok masyafakat sesuail kemampuan keuangan
daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusa.
wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas
dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 22

Anggota / kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalompasal 21

ayat (1) meliputi :

a. individu, keluarga, dan / atau masyarakat yang mengalami keadzaan
yvang tidak stabil sebagai akibat dan krisis sosial, ekonomi, politik,
bencana, atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan
hidup minimum.

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan
atau masyarakat dari kerhungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 23

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 22

ayat (1) memenubhi kriteria paling sedikit :

a. selektif

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan.

c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kKecuahh dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan,

d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hucul «©
diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon
penerima yang ditujukan untuk melindungt dari kemungkinan
resikd sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi :

a. memiliki identitas yang jelas dan
0. berdomisili \dalarn wilayah administratif pemerintahan daeran
berkenaan. 1



(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus — menerus sehapgaimana

4 3

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa pemberizn bantuan
*c.stOblEll lidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun angearan.

>

(9) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagiamana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ diagtikan bahwa bantuan sosial dapat dibernkan
sc.ti:;gp tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari
resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputu:

a. rehabilitasi sosial '

b. perlindungan. sosial

c. pemberdayaan.sosial

d. penanggulangan kemiskinan dan

e. penanggulangan bencana.

Pasal 24

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (6)
hurul aditujukan untuk memulihkan dan menge mbangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsr so s1al agar dapat

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2) Perlindungan sosial sébagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (O
huruf- b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko darl

suncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesual
leebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat {s)
huruf € ditgjukan untule metijadikan  seseorang  atau kelompok
masyarakat ‘yang mengalami  masalah sosiadl mempunyal daya,
sehingga mampu memen vuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasai 23 ayat (&) hurual
d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerum:s
bantuan agar dapat memenuhl kebutuhan dasar hidupnya yung
layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sehagaimana dimaksud dalam pasal 23
ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang
tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan
tidalk dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi keranusiaar,

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalara pas 3al 23
ayat (6) huryf e merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untux
rehabilitasi.



Pasal 25

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang vyang diterima
langsung oleh penerima bantuan.

(2) Bantuan sosial berupa unang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah wang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti
beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan
miskin, masyaralat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan
kesehatan putra— putri pahlawan tidak mampu.

(8) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah .barang yang diberikan secara langsung kepada peneruna
seperti bahtuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa
swasta dan masyarakat tidak mampu, barituan perahu untuk
nelayan miskin, bantuan makanan / pakaian kepada yatim piatu/
tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mamp\..

Boagian Kedua
Penganggaran

Pasal 26

(1) Anggota. / kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis
kepada kepala daerah i

(2) Kepala. Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan/atau Sekretaris Daerah
menunjulk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi dan pengkajian
terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala, SKPD menyampaikan hasil pengkajian atau evaluasi atau
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada lkepaln
daerah melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesual dengan prioritas dan kemampuan

keuangan daerah.
Pasgal 27

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD scbagaimana
dimiaksud pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman
alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS
pada APBD murni atau APBD perubahan.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayaj (2)

meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan atau barang.



Pasal 28

(1) Bantuan sosial berupa wang dianggarkan pada RKA - PPKD

(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA - SKPD.

(3) RKA-SKPD dan RKA - PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam
APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal
29 Gryat. (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,
jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian belanja berkenaan
pada PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam
29 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan ke dalam program dan keglatan yang diuraikan ke
dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial
barang,. berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/

masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang
akan diserahlkan kepada pihak ketiga /masyarakat berkenaan pada
SKPD.
(3) Dalam rincian obyek belanja schagaimana dimaksud pada ayat (1)

ol

dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan

p:’lfl:.tl

sosial.

Jagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 30

(1) Pelaksanaan Belanja Bantuan sosial berupa vang berdasariizan DIV
PPKD, dan / atau DPPA - PPKD

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan
atas DPA - SKPD dan atau DPPA - SKPD.

Pasal 31

(1) Kepala Daerahh menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan
sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan
daerah tentang APBD dan atau Perubahan APBD dan peraturan
kepala daerah fentang penjabaran APBD dan/atau penjabaran
perubahan APBD & '




(2) Penyaluran / penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daltar
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala
daerah sebagaimana dunaksud pada ayat (1).

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uwang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS).

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampal dengan
Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan
melalui mekanisme tambahan wang persediaan (TUDP).

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayal (4) dilengkapl dengan
kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 32

am rangka bantuan sosial sebagaimana

Pengadaan barang dan jasa dal
(2) berpedoman pada peraturan

dimaksud dalam pasal 31 ayat
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 33

twan sosial berupa uvang menyampaikan laporan

(1) Penerima ban
kepala daerah melalu PPKD

penggunaan bantuan sosial kepada

dengan tembusan kepala SKPD terkait.
antuan sosial berupa uang —menyampaikan laporan

(2) Penerima b
da kepala daerah melalul kepala

penggunaan bantuan sosial kepa
SKPD terkait.

Pasal 34

(1) Bantuan sosial berupa vang dicatat sebagai realisasi jenis belanja
hantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja
bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program

dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 35

Pcrtanngawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial

meliputi :

a. usulan dari calqn penerima bantuan sosial kepada kepala daerah

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima
bantuan sosial.




c. fakta: integritas dari penerima bLantuan sosial vang
bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan
usulan; dan

menyatalan
sesuAal dengan

d. bukti transler/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial
berupa- u'a,ng_ atau bukti serah terima ba rang atas pemberian
bantuan sosial berupa uang.

Pasal 36

(1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan
materil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :

a. laporan penggunaan bantuan sosidl oleh penerima bantuan sosial.

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan  bahwa
bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan
usulan dan

c. bukti-bukti pengeluaran lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang
atau salinan bukti serah terima barang bagl penerima bantuan
berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf b disampaikan kepads kepala daerah paling lambat
tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢

disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial sebagai

obyek pemeriksaan.

Pasal 37

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan
pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada.
penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun angpgaran
dilaporkan sebagai persediaan barang dalam neraca.

Pasal 38

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesual stand L
alcuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran <l
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah. ¢
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BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasnl 39

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi ates pemberian

hlb&h dan bantuan sosial.

(2) Hasﬂ moniforing dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dxsampalkan kcpada kepala daerah dengan tembusan kepada kepala

© inspektoratuntuk diambil tindakan lebih lanjut.

(8) D‘.Llam hal hasil monitoring ternyata terdapat penggunaan bantuan
uosnl maupun hibah  tidak sesuai dengan usulan dan
Pemnmlcannya, penerima  hibah atau bantuan gsosial  yang
bersangkut&n ghkcnakan sanksi gesual dengan kKetenuan peraturan
pcru;'xdang~undang&n

BAB.V
PENUTUP

Pasal 40
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